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KPPU JATUHKAN DENDA RP2 MILIAR KE PT. HOK TONG 
ATAS KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI TIGA PERUSAHAAN   

 
 

Palembang (8/11) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
menjatuhkan sanksi denda kepada PT. Hok Tong sebesar Rp2 miliar atas 
keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) transaksi akuisisi yang dilakukannya atas 
tiga perusahaan, yakni PT Pulau Bintan Djaya, PT Sumber Djantin, dan PT Sumber 
Alam. Sanksi tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas 
Perkara No.11/KPPU-M/2022 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 
Pengambilalihan Saham PT Pulau Bintan Djaya, PT Sumber Djantin, dan PT Sumber 
Alam oleh PT Hok Tong, hari ini di Palembang, Sumatera Selatan. 

 
Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham yang dilakukan PT. Hok Tong (Terlapor) atas sebagian besar 
saham beberapa perusahaan. Pengambilalihan atas 80% saham PT. Pulau Bintan 
Djaya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018, serta pengambilalihan  99% 
saham PT Sumber Djantin dan 99,01% PT Sumber Alam dilaksanakan pada tanggal 
20 April 2018. Berbagai transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan 
kendali atas ketiga perusahaan tersebut kepada Terlapor. Untuk diketahui, PT Hok 
Tong merupakan manufaktur produk karet, khususnya produsen crumb rubber (karet 
remah) dan eksportir karet SIR (Standard Indonesia Rubber) yang berpusat di 
Palembang, Sumatera Selatan. Sementara berbagai perusahaan yang diakuisisi juga 
bergerak di bidang pengolahan dan produksi produk karet (termasuk karet remah). 

 
Majelis Komisi berpendapat bahwa pemberitahuan pengambilalihan saham 

ketiga perusahaan tersebut oleh Terlapor kepada Komisi yang seharusnya dilakukan 
paling lambat pada tanggal 13 April 2018 dan 25 Juni 2018, baru disampaikan oleh 
Terlapor pada tanggal 2 Agustus 2021. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang 
dilakukan oleh Terlapor telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku 
efektif secara yuridis pengambilalihan saham. 

  
Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi memutus PT. Hok Tong terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 
5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2 miliar yang 
harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha. Pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). 
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Informasi bagi Jurnalis: 
 
1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro 

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. 
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No.11/KPPU-M/2022 adalah Yudi Hidayat, 

S.E., M.Si., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., 
LL.M. Ph.D. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. 

3. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
berbunyi: "Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha 
yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi". 

4. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-
M/2022. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada 
seluruh Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-M/2022. 

5. Siaran pers ini dipublikasikan pada 8 November 2022 oleh Biro Hubungan 
Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui 
surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang 
diselenggarakan oleh KPPU. 

6. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di 
laman https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui 
media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan 
Instagram (@kppu_ri). Terima kasih. 
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